PAJAK DAERAH - TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

2026

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 2, BD 2026/NO. 2, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA
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Abstrak . - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan
Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan
dan Penagihan Pajak Daerah;

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah
sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama
Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam
Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025
tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 73);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
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81);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
56);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 79);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 85 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2024 Nomor 5);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 87 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
Peraturan Bupati Sambas Nomor 88 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 89 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 8);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024
Nomor 9);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 91 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor
10);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini
adalah sebagai berikut:

1.

Ketentuan umum peristilahan mengenai pemeriksaan
pajak, jurusita pajak, penagihan, surat paksa, penyitaan,



Catatan

pemblokiran LJK, lelang, pencegahan, dan penyanderaan;

2. Tata cara dan standar pemeriksaan pajak untuk menguiji
kepatuhan  pemenuhan kewajiban pajak daerah
(pemeriksaan lapangan dan kantor, SPHP, PAHP, serta
Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan);

3. Tata cara dan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain
(pemberian/penghapusan NPWPD, keberatan,
pencocokan data, dan penagihan);

4. Prosedur penagihan pajak daerah meliputi penerbitan
Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus, serta pemberitahuan Surat Paksa;

5. 5. Mekanisme penyitaan objek sita (barang bergerak, tidak
bergerak, surat berharga, piutang, dan rekening/tabungan
di Lembaga Jasa Keuangan), penjualan barang
sitaan/lelang, pengusulan pencegahan, penyanderaan,
serta pembetulan/pembatalan dokumen penagihan dan
kerja sama penagihan.

Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2026

dan diundangkan pada tanggal 20 Januari 2026;

Mencabut Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah.



